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Pemda DIY Raih WTP ke-15 Kali

Penyerahan WIP dari BPK RI kepada DPRD DIY dan :
Pemda DIY.

YOGYA (KR) - Pernda DIY kembali meraih opini Wajar
Tanpa Pengecualian (W1'P) dari Badan Pemeriksaan Keuangan
(BPK) RI. Setiduknya ini menjadi tahun ke-15 bagi Pemda DIY
dalam mernih WTE Laporan Hasil Pemeriksaan (LIIP) Laporan
Keuangan Pemerintzh Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA)
2024 tersebut diserahkan oleh BPK Negara V kepada Ketua
DPRD dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di
DPRD DIY, Rabu (23/4).

Dircktur Jenderal Perneriksaan Keua.man Negara VBPKRIL,
Widhi Widayat menyerahkan LHP kepada Ketua DPRD DIY,
Nuryadi dan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamenglau Buwono X.
‘Pencapaian ini menandai keberhasilan DIY dalam memperta-
hankan opini WTP selama 15 tahun bertarut-turnt. Ini menun-
julkan komitmen kuat Pemerintah Daerah dalam menjaga
akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangml " ujar
Widhi dalam sambutannyo.

Meskipun kembali meraih predikat tertinggi, BPK Rl tetap
menemukan sgumlah persoalan yang perlu segera ditindaklan-
juti. Dalam LHP tersebut, BPK menyoruti belanja hibah serta
penyaluran dana bergulir melalu: BUKP (Badan Usaha Kredit
Produktif) yang dinilai tidak tepat sasaran.

Widhi menesaskan, pemerintah daerah perlu segera
mengambil langkah korektif guna menindaklanjuti rekomen-
dasi yang telah diberikan BPK. Ini demi terciptanya pengelolaan
keuangan yang lebih baik dan berorientasi pada hasil. Kam
meandorong Pemda DIY unituk menyelesaikan permasalahan
tersehut dengan cepat. Rekomendasi BPK bukan sekadar
catatan administratif. melainkan bagian dari upaya perbaikon
berkelanjutan,” tambahnya,

Penyerahan LHP DIY menjadi yang pertama kali dilakukan
BPKRTtgr’nadalePDpwmn'mhprmnmdnahmm Ini
menjadikannya sehagai indikator kesiapan dan kinerya pengelo-
Jaan keuangan DIY yang unggul dibanding daevah lain.

BPK RI juga mengingatkan balwa tantangan ke depan ge-
makin kompleks, terutama terkait dengan implementasi
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur penye-
sunian alolas: transfer ke daerah. Pemerintah daerah, bersama
DPRD, dituntut lebih cermat, selektif, dan efisien dalam
menyusun dannmyalurknnangamnpuwk (Awh)-




